Artikel ini membahas terkiat draf revisi RUU KUHAP dikritik karena menghapus kewenangan
Kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi, membatasi perannya hanya pada pelanggaran
HAM berat. Keputusan sepenting ini harus dibahas lebih mendalam dengan melibatkan
pemangku kepentingan. Dalam KUHP baru, tindak pidana korupsi, terorisme, dan lainnya
telah diatur jelas, sehingga revisi RUU KUHAP seharusnya tetap mempertahankan
kewenangan Kejaksaan.



